BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Setelah memaparkan penjelasan mengenai permasalahan di atas, Penulis
akan menuliskan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di bab-
bab sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian bernama atau oleh undang-
undang telah diberikan suatu nama khusus, yang diatur di dalam KUHPerdata.
Pada dasarnya segala ketentuan mengenai perjanjian jual beli yang ada di
dalam KUHPerdata berlaku juga bagi perjanjian jual beli dengan
menggunakan jasa pengiriman. Di mana jasa pengiriman ini bertugas untuk
melakukan levering dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Sehingga
lahirlah perjanjian jasa pengiriman antara penjual, yang hendak mengirimkan
barang kepada pembeli, dan pihak jasa pengiriman, yang bertugas
mengirimkan barang tersebut. Bagi pihak jasa pengiriman pengaturannya
tunduk pada Undang-Undang Pos, karena mengenai perjanjian jasa
pengiriman tidak diatur dalam KUHPerdata. Lalu apabila terjadi kerugian
pada saat barang dikirimkan melalui pihak jasa pengiriman, maka terdapat 2
pihak yang dapat dituntut untuk bertanggungjawab, yaitu pihak penjual dan
pihak jasa pengiriman. Pihak penjual tetap harus bertanggungjawab kepada
pihak pembeli atas kerugian barang yang sedang dalam proses levering
melalui jasa pengiriman. Kemudian pihak jasa pengiriman juga harus
bertanggungjawab kepada pihak penjual, jika kerugian tersebut disebabkan
oleh kesalahan dari jasa pengiriman. Dalam transaksi jual beli dengan
menggunakan jasa pengiriman, menggunakan 2 peraturan yang berbeda dalam
hal menuntut pertanggungjawaban. Khusus untuk perjanjian jual beli diatur
menggunakan KUHPerdata, sedangkan perjanjian jasa pengiriman diatur

menggunakan Undang-Undang Pos. Sehingga bentuk pertanggungjawaban
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dari pihak penjual dan pihak jasa pengiriman akan berbeda satu dengan yang
lain. Jadi pihak yang bertanggungjawab atas kerugian pada pembeli dalam
transaksi jual beli dengan menggunakan jasa pengiriman adalah Penjual dan
Jasa Pengiriman.

. Pihak penjual dalam perjanjian jual beli, yang pada saat proses levering
menggunakan jasa pengiriman menimbulkan kerugian pada pembeli, dapat
dituntut bertanggungjawab berdasarkan ketentuan Jual Beli dalam
KUHPerdata. Artinya pihak penjual dapat dituntut untuk bertanggungjawab
berdasarkan KUHPerdata karena dianggap melakukan wanprestasi terhadap
perjanjian jual beli. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh
pihak penjual kepada pembeli adalah pihak penjual diminta untuk memenuhi
perjanjian, atau memenuhi perjanjian yang disertai dengan ganti rugi, atau
hanya dituntut memberi ganti rugi saja, atau pembatalan perjanjian timbal
balik, atau pembatalan yang disertai dengan ganti rugi. Sedangkan untuk
pihak jasa pengiriman, dalam transaksi jual beli dengan menggunakan jasa
pengiriman, juga bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi pada saat
barang diserahkan dari penjual kepada pembeli. Tanggung jawab ini hanya
dapat diberikan kepada pihak penjual selaku pihak yang terikat dengan jasa
pengiriman dalam perjanjian jasa pengiriman. Bentuk pertanggungjawaban
jasa pengiriman tersebut hanya dapat ditinjau dari Undang-Undang Pos yaitu
berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 31 Undang-Undang Pos.

. Penyerahan atau levering merupakan suatu perbuatan hukum dari penjual
kepada pembeli yang bertujuan untuk mengalihkan hak milik atas benda.
Proses levering ini dapat dilakukan secara tidak langsung oleh penjual kepada
pembeli karena beberapa faktor seperti barang berada pada daerah yang
berbeda pada saat transaksi dilakukan atau antara penjual dan pembeli berada
pada daerah yang berbeda. Sehingga penyerahannya dilakukan dengan
menggunakan jasa pengiriman. Apabila menggunakan jasa pengiriman maka

dibutuhkan perjanjian sendiri mengenai pengiriman barang tersebut yang
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mengikat antara penjual dan pihak jasa pengiriman barang. Dan perjanjian
jasa pengiriman ini bukanlah perjanjian levering. Sehingga levering bukanlah
suatu perjanjian melainkan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan hak
milik atas benda agar suatu perjanjian jual beli dapat dinyatakan sah.

5.2 Saran
Melihat permasalahan yang terjadi mengenai tanggung jawab pihak-pihak
pada transaksi jual beli dengan menggunakan jasa pengiriman, penulis
memberikan beberapa saran atas permasalahan tersebut, yaitu:

1. Untuk menjamin kepastian hukum, diperlukan sebuah aturan yang mengatur
secara khusus mengenai pertanggungjawaban ketika terjadi kerugian akibat
kesalahan jasa pengiriman dalam proses levering dalam perjanjian jual beli
yang menggunakan jasa pengiriman. Mengingat dewasa ini perjanjian jual
beli dengan menggunakan jasa pengiriman dalam proses levering telah banyak
dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga diharapkan pemerintah
sadar akan kebutuhan masyarakat terkait dengan hokum yang mengatur secara
tegas tentang pertanggungjawaban akan kerugian yang dialami oleh pembeli
dalam hal terjadi permasalahan pada proses levering dengan menggunakan
jasa pengiriman.

2. Dalam perjanjian jual beli yang menggunakan jasa pengiriman untuk
melakukan proses levering dari penjual kepada pembeli, diwajibkan untuk
mencantumkan klausul yang menyatakan secara tegas bahwa ketika terjadi
kerugian yang dialami pembeli akibat jasa pengirima pada saat levering, maka
penjual tetap bertanggungjawab. Dengan begitu penjual tidak akan
mengalihkan tanggung jawab apapun kepada pihak lain, yang dalam hal ini

adalah pihak jasa pengiriman.
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